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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

KabupatenxJepara merupakan salah satuxkabupaten di Provinsi Jawa 

Tengahxyangxterkenal dengan banyaknya warganya yang menjadi pengusaha dan 

atau pengrajinXmebel dan seniXukir (seni ukir patung, kaligrafi, dll) yang  

Merupakan salahXmerupakan pilar pentingXdalam pembangunanXdaerah dibidang 

ekonomi. “Pembangunan ekonomiXmempunyai arti pengolahanXkekuatan ekonomi 

potensial menjadiXkekuatan ekonomi riilXmelalui penanamanXmodal, penggunaan 

teknologiXserta melaluiXpenambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen”1. 

MebelXJepara sudah tidakXdiragukan lagi kualitasnyaXbaik di dalam 

maupunXdi luarXnegeri. Selain menggunakan materialXbermutu tinggi seperti kayu 

jati, mebel Jepara jugaXmemiliki desain yang khas.XDengan ukiran yang indah, 

mebel Jepara tidak hanyaXmenjadi furniturXyangXmemiliki nilai guna, tetapi juga 

memiliki nilaiXseni yang tinggi. Meski begitu, pengrajin mebelXJepara tetap 

berinovasiXmenghadirkanXdesainXterbaru agarXtidak ketinggalan zaman. 

Salah satu pihak yang berperan dalam pengembangan perusahaan furniture 

adalah buruh amplas kayu yang berperan langsung dalam finishing barang mebel, 

untuk itu perlu adanya perlindungan kerja berupa perjanjian seperti yang tertera 

dalamvhukumvperdata untuk mendapatkanvbantuanvdari orangvlainvmaka dapat 

                                                             
1 Drs. Soetrisno, Dalam bukunya Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, Terbitan Ke-2, Halaman 279, Penernit 

Andi Offset.  
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dilakukanSsuatu perjanjianSantara orangSyang membutuhkanSbantuanSdengan 

orangxyang akanxmelakukan bantuan untukSmemenuhi tujuan tersebut,Sdengan 

adanyaxkemungkinan orangxyang melakukanSbantuan tersebut mendapatkan 

imbalan berupa upah,Ssehingga timbulah hubunganSkerja. Perjanjianxinilah yang 

dinamakan denganxperjanjianxkerja2. 

DalamSperaturan Pemerintah terbaru, Perjanjian Kerja adalahxperjanjian 

antara Pekerja/Buruhxdengan Pengusaha atauxpemberi kerjaxyang memuatxsyarat-

syaratxkerja, hak,Sdan kewajibanxparaxpihak.3 Selanjutnya PerjanjianxKerja Waktu 

Tertentu yangxselanjutnya disingkat PKWT Sadalah Perjanjian KerjaSantara 

Pekerja/ Buruhxdengan Pengusahaxuntuk mengadakan HubunganxKerja dalam 

waktuxtertentu atauxuntuk pekerjaanStertentu. 4 

Perjanjian KerjaSBersama adalah perjanjianSyangSmerupakan hasil 

perundinganSantara Serikat Pekerja/SerikaSSBuruhSatau beberapaSSerikat 

Pekerja/SerikatSBuruh yangStercatat pada instansi yangSbertanggung jawab di 

bidang xketenagakerjaanxxdenganxPengusaha,xatauxbeberapaxxPengusahaxxatau 

perkumpulan Pengusaha yang memuatSsyarat-syarat kerja, hak,SdanSkewajiban 

keduaSbelahSpihak.5 

Pasal 1320 jo Pasal 1335 sampai PasalS1337 KUH Perdata, 

suatuSperjanjian kerja harus berdasarkanSsuatu sebab yang halal. MaksudSsebab 

                                                             
2  Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 KUH Perdata 
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (9) Tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja 
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (10) Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja 
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (13) Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja 
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disini adalah tujuanSatau maksudSyang dikehendaki dari suatu perjanjian kerja.6 

AdapunSyang dimaksudSdenganShalal adalah isi perjanjian kerjaStersebut tidak 

bolehSmelanggar Undang-Undang,Skesusilaan dan ketertiban umum. 

Sesuai dengan syarat syarat di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

dalam suatu perjanjian harus ada penyelesaian masalah yang dimana kedua pihak 

harus saling sepakat dan saling menguntungkan sehingga muncul kewajiban dan hak 

antara pengusaha dengan buruh/pekerja yang harus di penuhi dengan demikian jika 

pekerja/buruh telah melaksanakan kewajiban dalam bekerja tentunya di sisi yang lain 

pengusaha pun mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak para buruh/pekerja yang 

berkaitan salah satunya dengan kesejahteraan buruh/pekerja seperti membayarkan 

upah pada pekerja/buruh sesuai dengan yang diperjanjikan.  

Upah merupakan hal yang paling penting dalam memenuhi hak 

kesejahteraan buruh/pekerja, karena itu penulis berpendapat bahwa tujuan orang 

bekerjaxadalah untuk mendapatkan upah yang akan dipergunakanSuntukSmemenuhi 

kebutuhanxhidupnya. JikaSnilai upahSyangSditawarkan oleh suatuSperusahaan 

tersebut dinilai tidak mencukupi untuk memenuhiSkebutuhan hidupSpekerjaa, maka 

kesejahteraanSpekerja tidakStercapai. 

Upah adalah pemenuhan hak pegawai berupa uang dan dalam bentuk lainya 

yang dibayarkanSuntukSmembalas jasaSatau sebagaixpembayar tenagaxyang sudah 

dikeluarkan untuk melaksanakan kewajiban bagi seorang pekerja. Pembayaran upah 

dapat dihitungxsebagaixjumlah tetapSuntukSsetiap tugas yang terselesaikanS(upah 

tugasxatau upahxborongan) atau dalamShitungan jam atauShatianS (kerja upahan) 

                                                             
6 Pasal 1320 jo Pasal 1335-Pasal 1337 KUH Perdata 
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atauXyang lebih mudah, yakni dihitungSberdasarkan jumlahSkerja yang 

terselesaikan. UpahSadakah bagian pengeluaranSyang terlibatSdalam menjalankan 

sebuahSusaha.  

Salah satu contoh permasalahan buruh kontrak atau tidak tetap adalah 

tukang amplas adalah salah satu tenaga dimana mempunyai peran penting dalam 

penyempurnaan produk dalam industri mebel. Pekerja sektorxbawah, terutama yang 

bekerja pada industri kecil dan menengah, belum menerimaxgaji sesuai dengan Upah 

Minimum Kabupaten (UMK) 2020, hal inixdisebabkan memang tidak semua pemilik 

IKM mampu memenuhi besaran UMK tersebut. Oleh sebab itu banyak perusahaan 

mebel yang belumxbisa memenuhixsebesar Rp.2.107.000, terutamacuntuk pekerja 

rendahan seperti tukang amplas dan pekerja serabutan7.  

TenagaXamplasSdiSsektor mebel JeparaSbanyakSdidominasiStenaga 

perempuan. Para perempuan dimasyarakat cenderung mencari pekerjaaketika 

pendapatan suami tidak dapatSmencukupi, sehinggaSmerekaxkhawatirxkehidupan 

ekonomi keluarga akan terganggu.xSelain ituxketerlibatan wanitaxdalam industri 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

1. Tekananxekonomi,xmisalnya kebutuhanxekonomi yang tidak dapat tercukupi 

hanya oleh  penghasilan suami,xsehingga istri ikut membantu mencukupi 

kebutuhanxekonomixkeluarga.  

2. Lingkungandkeluargadyang sangatdmendukung dalambbekerja, misalnya mereka 

terbiasa membantunorang-orangndisekitarnyapyangpmengusahakan mebel.  

                                                             
7 https://money.kompas.com/read/2020/11/22/090200926/daftar-lengkaprincian-umk-di-35-kabupaten-

kota-se-jawa-tengah-di-2021?page=all, diakses pada hari Kamis, 1 Juli 2021 pukul 13.00 WIB  

 

https://money.kompas.com/read/2020/11/22/090200926/daftar-lengkaprincian-umk-di-35-kabupaten-kota-se-jawa-tengah-di-2021?page=all
https://money.kompas.com/read/2020/11/22/090200926/daftar-lengkaprincian-umk-di-35-kabupaten-kota-se-jawa-tengah-di-2021?page=all
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3. Tidak ada peluangpkerja lainpyang sesuaipdenganpketrampilannya. 

4. Dalam perekrutannnya tidak seperti merekrut pegawai diperusahaan besar dan 

perusahaan disektor lain. mereka tidak harus membuat lamaran dengan 

persyaratan  dan prosedur tertentu, tetapi hanya dengan cara lisan, seperti tawar 

menawar pada saat berbelanja dipasar 

Berdasarkan informasi peneliti dari sekumpulan pengusaha mebel di 

Kabupaten Jepara didapatkan bahwa upah yang diterima tukang ampas adalah 40.000 

ribu sampai 50.000 per hari untuk 5 hari kerja tiap minggunya. Mereka juga 

menyetujui pembayaran upah tersebut, meskipun jauh dari UMK, mereka tidak 

memperdulikan itu karena mereka hanya berfikir bisa bekerja, memperoleh upah 

setiap minggunya, tanpa menggunakan aturan-aturan yang mereka anggap rumit.  

Dengan keadaan seperti yang tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa 

tukang amplas dari dahulu sampai sekarang masih dalam keadaan dimana 

kesejahteraanya di bawah pekerja/buruh lainya. Dengan upah jauh dibawah UMK 

dan tanpa satu upaya untuk memperbaiki mengapa hal seperti itu berlangsung terus 

menerus. Berikut adalah UMK Seluruh Daerah di Provinsi Jawa Tengah: 

Tabel 1 

Daftar UMK Daerah di Provinsi Jawa Tengah 

No Nama Daerah UMK 
1.  KotaiiSemarang Rp 2.810.025,- 

2.  KabupateniiDemak Rp 2.511.526,- 

3.  KabupateniiKendal Rp 2.335.735,- 
4.  KabupateniiSemarang Rp 2.302.797,- 

5.  KotaiiSalatiga Rp 2.101.457,- 

6.  KabupateniiGrobogan Rp 1.890.000,- 

7.  KabupateniiBlora Rp 1.894.000.- 
8.  KabupateniiKudus Rp 2.290.995,- 

9.  KabupateniiJepara Rp 2.107.000,- 
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No Nama Daerah UMK 
10.  KabupateniiPati Rp 1.953.000,- 

11.  KabupateniiRembang Rp 1.861.000,- 

12.  KabupateniiBoyolali Rp 2.000.000,- 

13.  KotaiiSurakarta Rp 2.013.810,- 
14.  KabupateniiSukoharjo Rp 1.986.450,- 

15.  KabupateniiSragen Rp 1.829.500,- 

16.  KabupateniiKaranganyar Rp 2.054.040,- 

17.  KabupateniiWonogiri  Rp 1.827.000,- 
18.  KabupateniiKlaten  Rp 2.011.514,- 

19.  KotaiiMagelang  Rp 1.914.000,- 

20.  KabupateniiMagelang   Rp 2.075.000,- 

21.  KabupateniiPurworejo  Rp 1.905.400,- 
22.  KabupateniiTemanggung  Rp 1.885.000 

23.  KabupateniiWonosobo  Rp 1.920.000 

24.  KabupateniiKebumen  Rp 1.895.000 

25.  KabupateniiBanyumas  Rp 1.970.000 
26.  KabupateniiCilacap  Rp 2.228.904 

27.  KabupateniiBanjarnegara  Rp 1.805.000 

28.  KabupateniiPurbalingga  Rp 1.988.000 

29.  KabupateniiBatang  Rp 2.129.117 
30.  KotaiiPekalongan  Rp 2.139.754 

31.  KabupateniiPekalongan  Rp 2.084.155 

32.  KabupateniiPemalang  Rp 1.926.000 

33.  KotaiiTegal  Rp 1.982.750 
34.  KabupateniiTegal  Rp 1.958.000 

35.  KabupateniiBrebes  Rp 1.866.722 
 

Sumber: Surat1Keputusan1Gubernur Provinsi Jawa Tengah1tentang UMK1di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

 

Penulis berpendapat bahwa Pemerintah hanya melaksanakan mediasi 

dengan pegusaha pengusaha terkait tentang masalah pengupahan tukang amplas 

sehingga permasalahan tentang kelayakanxupah minimumxyang tidak pernah terjadi 

kesepakatan antaraxpihak buruhxdanxpengusaha sepertinya tidak pernah selesai 

karena Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Jepara belum secara tegas 

membuat regulasi yang dapat melindungi keberadaan tukang amplas ini 
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Oleh sebab itu dengan paparan tersebut diatas, maka saya ingin menggali 

lebih lanjut mengapa hal itu terjadi dan berkeinginan meneliti dan menulis skripsi 

dengan judul “TINJAUAN YURIDIS UPAH BURUH/PEKERJA AMPLAS 

KAYU INDUSTRIxMEBEL DIxKABUPATENxJEPARA” 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkanxlatar belakangxyang penulis sampaikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah : 

1. Mengapa upah buruh amplas lebih rendah dibanding dengan upah buruh lainnya 

diperusahaan kerajinan mebel di Kabupaten Jepara? 

2. Apa upaya dari Pemerintah Kabupaten jepara untuk dapat mendorong kenaika 

upah tukang amplas tersebut? 

C. Tujuan Penulisan 

 

Adapunxtujuan yangxingin dicapaixdalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sebab-sebab mengapa upah buruh tukang amplas ini lebih 

rendah disbanding dengan upah buruh lainnya; 

2. Untuk mengetahui sejauh manakah peran pemerintah untuk melindungi buruh 

tukang amplas agar mendapatkan upah sama dengan buruh lainnya. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Berdasarkan hasil penelitianxinixdiharapkan dapat digunakan baikxsecaraxteoritis 

maupunxpraktis, sebagi berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitianxinixdiharapkan berguna untukxpengembanganxilmu pengetahuan 

hukumxdengan memberikanxmasukan dan sumbanganxpemikiran 
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khususnya terhadap hukum perdata mengenai upah tenaga kerjaxdalam 

penelitian ini adalah buruh amplas di Kabupaten Jepara. 

b. Penelitianxinixdiharapkan dapatxmenambah wawasanxpengetahuan bagi 

mahasiswa sebagai bahan referensi maupun bacaan terkait hukum perdata 

mengenai upah tenaga kerja 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagixpenulis manfaatxpenelitian bagi penulisxadalah untuk menambah 

pengetahuan khususnya di bidang ketenaga kerjaan tentang kesenjangan upah 

buruh tukang amplas dibanding buruh lainnya 

b. Bagi Masyarakat agar penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah 

wawasan tetang upah buruh amplas yang selama ini mereka tidak ketahui. 

c. Bagi pemangku kebijakan, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

menetapkan suatu kebijakan/regulasi untuk pengupahan tukang amplas agar 

lebih layak. 

E. Terminologi 

1. Tinjauan Yuridis 

Tinjauanxadalah kegiatan merangkum sejumlahiidata besariiyang masih 

mentahxkemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-

komponenxsertaxbagian-bagianxyang relevan untuk kemudianxmengkaitkan data 

yang dihimpunxuntuk menjawabxpermasalahan. Tinjauanxmerupakan usaha 

untuk menggambarkaniipola-polaiisecaraxkonsisten dalam dataxsehingga hasil 

analisis dapatiidipelajari daniiditerjemahkaniidan memilikiiiarti.8 Sedangkan 

                                                             
8 Surayin, 2005, Analisis1Kamus1Umum1Bahasa1Indonesia,1Bandung,1Yrama Widya, Hal. 10 
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yuridis adalah semuaiihal yangiimempunyai arti hukumxyang diakui sahxoleh 

pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semuaxorang 

dixwilayahxdimanaxhukumxtersebut berlaku, sehinggaxjika adaxorang yang 

melanggarxhukumxtersebutxbisaxdikenai hukuman.9 Yuridisiimerupakan suatu 

kaidahiiyang dianggapiihukum atau dimataiihukum dibenarkaniikeberlakuannya, 

baik yangiiberupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etikaiibahkan moraliiyang 

menjadi dasar penilaiannya.xDalam penelitianxini yang dimaksud olehxpenulis 

sebagaixxtinjauanxxyuridisxxxxadalahxxkegiatanxxxxuntukxxxxmencarixxxdan 

memecahxkomponen-komponenxdari suatu permasalahan untukxdikaji 

lebihxdalamxserta kemudianxmenghubungkannya dengan hukum,xkaidah 

hukum serta normaxhukum yangxberlakuxsebagai pemecahan 

permasalahannya.10 Tujuanxkegiatanxtinjauan yuridis yaituxuntukxmembentuk 

pola pikir dalamxpemecahanxsuatuxpermasalahan yang sesuai dengan 

hukumxkhususnyaxmengenai masalahxupah buruh amplas yang rendah. 

2. Pengupahan 

Dalam Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pengupahan 

disebutkan bahwaiiupah adalahxhakxpekerja/buruh yangxditerima danxdiberikan 

dalamiibentuk uang sebagiximbalan dariiipengusaha atauxpemberixkerja kepada 

pekerja/buruhiiyang ditetapkanxdan dibayarkanxmenurut suatuxperjanjian kerja, 

kesepakatan,iiatau PeraturaniiPerundang-undangan, termasukiitunjangan bagi 

                                                             
9 http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/, diakses1pada1hari1Jumat, 9 

Juli 2021 pukul 12.01 WIB 
10 Bahder1Johan1Nasution, 2008, Metode1Penelitian1Ilmu1Hukum, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88 
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pekerja/buruh danxkeluarganyaxatas suatuxpekerjaanxdan/atauxjasaxyang telah 

atauxakanxdilakukan. 

Pasalx1 ayat 30 Undang-UndangxNomor 13 Tahunx2003, upah adalah 

hakxpekerja/buruhxyang diterimaxdanxdinyatakanxdalamxbentuk uangxsebagai 

imbalanxdari pengusaha atau pemberixkerjaxkepadaxpekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkanxmenurut suatuxperjanjian kerja,xkesepakatan,xatau 

PeraturanxPerundang-undangan, termasukxtunjanganSbagiSpekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatuSpekerjaan dan/atauSjasa yang telahSatau akanSdilakukan. 

Meskipun tidak semuaSperusahaan bisaSmenerapkanSdari sisi pemberian upah 

pada pekerjaannyaSsesuai denganSperaturan perundang-undangan terutama 

perusahaan-perusahaanSkecil jadi di dalamShal ini pemerintahSseharusnyaSbisa 

lebih baikSlagi agar pekerja/buruhSbisa menerima upah yang lebihSbaik lagi. 

Pelindunganxpekerja/buruh, upah danxkesejahteraan, syarat-syarat 

kerja, sertaxperselisihan yang timbulxdilaksanakan sekurang-kurangnyaxsesuai 

denganxketentuan peraturanxperundang-undangan dan menjadixtanggung jawab 

perusahaanxalihxdaya.11 

DariSpenjelasan di atasSjelaslah bahwa sesungguhnyaxupahxdibayarkan 

berdasarkan kesepakatanxparaxpihak,xnamun untukSmenjagaSagar jangan 

sampaixupah yang diterimaxterlampauxrendah, Smaka pemerintahxturut serta 

menetapkanxstandar upahxterendah melaluiSperaturanSperundangundangan. 

Inilah yangSlazim disebut upah minimum bisaSberwujud upah 

minimumSProvinsi, Kabupaten/Kota, SatauSsektoral.  

                                                             
11 Undang-Undang1Republik1Indonesia1Nomor 11 Tahun 2020 Tentang1Cipta1Kerja Pasal 66 Ayat (2) 
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SesuaiSdenganSnamanya upahSminimumSberfungsi sebagai jaring 

pengaman (savety net) agarSjangan sampaiSupah yang diterimaSolehSpekerja 

dibawah standarSsehinggaStidak dapat memenuhiSkebutuhan hidup diri dan 

keluarganya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Pasal 88 

Ayat (2) yangxberbunyi “PemerintahSPusatSmenetapkan kebijakan pengupahan 

sebagai salahSsatu upayaSmewujudkan hak pekerja/buruhSatas penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan”.   

HakSuntuk menerimaSupahStimbul padaSsaat adanyaShubunganSkerja 

danSberakhirSpada saat hubungan kerjaSputus. PengusahaSdalam menetapkam 

upah tidak bolehSdiskriminasiSantara buruh laki-lakiSdan buruh wanita untuk 

pekerjaanSyangSsamaSnilainya. 

3. Tenaga kerja 

DalamxKamus Besar BahasaxIndonesiax (KBBI) tenaga kerjaxadalah 

orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan 

kerja.  

SedangkanSmenurut DR PayamanSSiamanjuntak dalamSbukunya 

“Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerjaSadalah 

pendudukSyang sudah atauSsedangSbekerja, yang sedangSmencariSpekerjaan, 

danSyang melaksanakanSkegiatan lain sepertiSbersekolah danSmengurus rumah 

tangga.” Secara praksisSpengertian tenaga kerja danSbukan tenaga 

kerjaSmenurut dia hanyaSdibedakan olehSbatas umurS19 tahun.12  

                                                             
12 Simanjuntak, Payaman J., 1939 Pengantar ekonomi sumber daya manusia Jakarta : Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 



 12    
 

Jadi yangSdimaksudSdengan tenaga kerjaSyaituSindividuSyangSsedang 

mencari atau sudah melakukanSpekerjaan yangSmenghasilkanSbarang atau jasa 

yang sudahSmemenuhi persyaratanSataupunSbatasan usia yang telahSditentukan. 

4. Pekerja/buruh  

Buruh/pekerja, adalah “setiapSorang yang bekerjaSdengan menerima 

upahSatau imbalanSdalam bentukSlain.13 DalamSdalam KamusSBesar Bahasa 

Indonesia (KBBI) Sburuh memiliki artiSorangSyangSbekerja untukSorangSlain 

denganSmendapatSupahSpekerja.14 

Dalam teori Karl Marx tentang nilaiSlebihSdisebutkan bahwa kelompok 

yang memilikiSdan menikmati nilaiSlebihSdisebut sebagai majikanSdan 

kelompokSyangSterlibat dalam proses penciptaan nilaiSlebih itu disebut buruh.  

Dapat kita simpulkan buruh adalah tenaga kerja yang telah bekerja pada 

orang lain dan telah memiliki gaji. 

5. Industri Mebel 

Menurut Parlin Sitorus,xpengarang bukuxTeori LokasixIndustri 

menyebutkanxbahwaXindustri dapat dibagiXdalam duaxpengertian,xyaitu 

pengertian luas danXpengertian sempit, industriXdalam arti luas adalahXsuatu 

himpunanSSperusahaanSyangSmemproduksiSSbarang-barangSSyangSSbersifat 

substitansi dekat yangXmemiliki elastisitasXpermintaan yang relative 

positifXtinggi, sedangkanXdalam arti sempit industri adalah sebagaiXsuatu 

                                                             
13 Peraturan1Pemerintah1Republik1Indonesia1Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (10) Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih1Daya, Waktu1Kerja Dan Waktu1Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
14 Kamus1Besar1Bahasa1 Indonesia (KBBI) 
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himpunan perusahaanXyangXmemproduksiXbarang dan jasa yang 

bersifatXhomogen.15 

DenganXmengacu Kamus BahasaXIndonesia, mebelXdengan pengertian 

perabot berasalXdari bahasaXjawa yaitu perkakas, sedangkanXdalam bahasa 

InggrisXfurniture adalahXmebel yang mempunyaiXpengertian pelengkap seperti 

meja,Xkursi,Xalmari.  

PengertianXmebel secaraXumum adalahXbenda pakaiXyangXdapat 

dipindahkan, bergunaXbagi kegiatanXhidup manusia,Xmulai dariXduduk,Xtidur, 

bekerja,Xmakan,Xbermain, danXsebagainya, yangXmemberi kenyamananXdan 

keindahan16 . 

PenulisXberpendapat bahwaXindustri mebelXadalah perusahaanXyang 

memproduksi barangXdanXjasa yang bersifatXhomogen yangXberupa pengertian 

perabot berasalXdari kayuXyang diXgunakan untukXkehidupanXsehariXhari 

F. Metode Penelitian 

 

PenelitianXatau research pada dasarnya merupakanXsarana fundamental 

untuk memahami kesulitan danXberupaya menemukanXpemecahan masalah secara 

ilmiah. Kesulitan yang dihadapiXdalam memahami danXmemecahkan masalah 

dapat ditinjau dari dua sebab, pertamaXpeneliti kurangSmemahami bagaimanaScara 

memecahkanSmasalah yangSsedang dihadapi, kedua penelitiXkekurangan fakta dan 

bahan yang berhubungan denganXmasalahXyang sedang dikaji. Untuk 

melaksanakanXpenelitian yang baik, dalamXmemahami dan memecahkanXmasalah, 

                                                             
15 Parlin1Sitorus, Teori1Lokasi1Industri,(Jakarta: Universitas1Trisakti1press, 1996), Hal.4 
16 Baryl. 1997. Mebel Dan Furniture. Jogjakarta: Media Presindo Hal 26 
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disamping memerlukan fasilitas materialXdan fisik guna menunjangXkelancaran 

penelitian, juga diperlukan sikap mentalXdanXkemampuan psikis tertentu, antara 

lain kemampuanXberfikir logis,Sobyektif,Sserta dapat bertindakSsecara praktis. 

Dalamxrangka penulisanxskripsi ini, makaxmetode penelitianxadalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

a. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

penelitian yuridis empiris. SecaraXgaris besar penelitian yuridis empiris ini 

disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuanXhukum yang ada 

di dalam masyarakat.XPenelitianXyuridis empiris adalah penelitian hukum 

mengenai pemberlakuan atauXimpelentasiXketentuan hukumXnormative 

secara in actionXpada setiap peritiwa hukum tertentu yangXterjadi dalam 

masyarakat. 17 

b. PendekatanXyuridis empirisXmerupakan pendekatan yang digunakan untuk 

melihat keseluruhan aspek-aspek hukumSdalamSinteraksi sosialSdidalam 

masyarakat, danSberfungsiSsebagai penunjang untukXmengidentifikasi dan 

mengklarifikasi temuan bahanXnon hukum bagiXkeperluanXpenelitianXatau 

penulisanXhukum. 18 

Penulis akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendeketan yuridis 

empiris  mengambil data lapangan dengan mengacu pada peraturan perundangan 

dan atau daerah Spesifikasi Penelitian Penelitian 

                                                             
17 Abdulkadir1Muhammad, 2004, Hukum1dan1Penelitian1Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 
18 Zainuddin, 2006, Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika Hal. 66. 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang saya gunakan untuk penyusunanxskripsi ini 

adalah jenisxpenelitianxyang bersifatXdeskriptif, karena dalamxpenelitian ini 

bermaksud untukXmendiskripsikan atauxmenggambarkanxdanxmemaparkan 

mengenai penerapanXasas kebebasan berkontrakXdan perjanjian kerja untuk para 

pekerja/buruh amplas. Penelitian deskriptifXyakni penelitianXyang tataXkerjanya 

memberikan data setelitiXmungkin tentangxsegalaxsesuatu yangxberhubungan 

dengan aktivitasXmanusia, sifat-sifat, Xkarya manusia, danXgejala-gejala 

lainnya. 

3. SumberxData 

a. Sumber Data Primer 

PenulisxxmenggunakanxXdataxxxprimerxyangxxberupaxxketerangan-

keterangan yang diperoleh secaraxlangsung narasumber terkait yaitu tukang 

amplas di lapangan dan pihak-pihak yang bersangkutan (Perusahaan dan Dinas 

terkait). 

b. SumberxDataxSekunder  

Penelitian iniXmenggunakan jenis data yangXberasal dari sumber data 

sekunder yaituXberasal dari bahan-bahan pustakaXdan sample dokumen-
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dokumen tertulis yang berupaXperjanjian kerja antara pekerja/buruh (tukang 

amplas) denganXperusahaan mebel di Jepara 

Penulis juga menggunakan sumber data dari buku peraturan 

Perundangan, Peraturan Daerah,  literatur, jurnal, dan sumber dari internet 

(berita online, blog, dll). 

4. MetodexPengumpulanxData 

Teknikxpengumpulanxdataxyang digunakan oleh penulis 

adalahxsebagai berikut: 

a. Dokumentasi  

MenurutxArikunto (2006:158) adalahSmetode dokumentasiSpeneliti 

menyelidiki benda-bendaStertulis sepertixbuku-buku,xmajalah,xdokumen, 

peraturan-peraturanzznotulenxzxrapatzScatatanSharianxxdanxxsebagainya19. 

Menurut Riyanto (2012:103) metodeSdokumentasi berarti cara mengumpulkan 

dataxdenganxmencatatxdata-data yangxsudahxada20. 

b. Observasi  

Menurut Widoyoko (2014:46)xobservasi merupaka “pengamatan dan 

pencatatanxsecara sistematisxterhadap unsur-unsurxyang nampakxdalam 

suatu gejala padaxobjek penelitian”21. Menurut Sugiyono (2014:145) 

“observasi merupakanxsuatu proses yangxkompleks, suatu prosesxyang 

                                                             
19 http://etheses.uin-malang.ac.id/1620/7/10520052_Bab_3.pdf diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 
pada pukul 21.22 WIB 
20 https://docplayer.info/59272413-Bab-iii-metode-penelitian-a-jenis-dan-desain-penelitian-1-jenis-
penelitian-peneliti-menggunakan-jenis-penelitian-kualitatif.html diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 
pada pukul 21.30 WIB 
21 https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/ diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pada pukul 21.35 
WIB 
 

http://etheses.uin-malang.ac.id/1620/7/10520052_Bab_3.pdf
https://docplayer.info/59272413-Bab-iii-metode-penelitian-a-jenis-dan-desain-penelitian-1-jenis-penelitian-peneliti-menggunakan-jenis-penelitian-kualitatif.html
https://docplayer.info/59272413-Bab-iii-metode-penelitian-a-jenis-dan-desain-penelitian-1-jenis-penelitian-peneliti-menggunakan-jenis-penelitian-kualitatif.html
https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/


 17    
 

tersusun darixpelbagai prosesxbiologis danxpsikologis”22. Menurut Riyanto 

(2010:96) “observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

menggunakanxpengamatanxsecara langsung maupunxtidak langsung23. 

Jenis-jenis observasi menurut Riyanto (2010:98-100) :  

1. Observasixpartisipan adalah observasixdimana orangxyangxmelakukan 

pengamatanxberperanxserta ikutxambilxbagian dalam kehidupan orang 

yang diobservasi.  

2. Observasixnon Partisipan,xObservasi dikatakanxnon partisipan apabila 

observer tidak ikut ambil bagian kehidupan observee.  

3. Observasixxxsistematikxxx(structuredxxobservation)xxapabilax xpengamat 

menggunakan pedomanxsebagai instrumentxpengamatan.  

4. Observasixnonxsistematik 24 Observasi yangxdilakukan olehxpengamat 

degan tidakxmenggunakanxinstrumentxpengamatan.  

5. Observasixeksperimental Pengamatanxdilakukan dengan caraxobserve 

dimasukkan ke dalamxsuatu kondisixatauxsituasi tertentu24.  

Jenisxobservasi yangxakan diterapkanxoleh penulis yaituxObservasi 

non Partisipan danxObservasi sistematik (structured observation) sesuai 

denganxkondisi yang adaxdixlapangan. 

 

c. Wawancara.  

                                                             
22 http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/DRB/article/view/1650 diakses pada hari 
Rabu, 28 Juli 2021 pada pukul 21.44 WIB 
23 https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/ diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pada pukul 21.45 
WIB 
24 http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%20III.pdf diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pukul 21.47 WIB 

http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/DRB/article/view/1650
https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/
http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%20III.pdf
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Dalam KamusxBesarxBahasaxIndonesia (KBBI) arti dari  wawancara 

adalahxtanya jawabxdengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang 

diperlukanxuntuk dimintai keteranganxatau pendapatnyaxmengenai suatu hal, 

untukxdimuat dalam suratxkabar, disiarkanxmelaluixradio, atauxditayangkan 

padaxlayarxtelevisi 

Wawancaraxxxadalahxxxpercakapanxxdenganxxxmaksudxxtertentu. 

Percakapanxituxdilakukan olehxduaxpihak, yaituxpewawancarax(interviewer) 

yang mengajukanxpertanyaan danxterwawancara (interview) yang 

memberikanxjawabanxatas pertanyaanxitu (LexyxJ. Meleong, 2010: 186). 

Cirixutama wawancaraxadalah kontakxlangsung denganxtatap muka 

antaraxpencari informasixdan sumber informasi. Dalamxwawancara 

sudahxdisiapkan berbagai macamxpertanyaanxpertanyaan tetapi 

munculxberbagaixpertanyaan lainxsaatxmeneliti. 

Jadi wawancaraXadalah interaksiXkomunikasi atauXpercakapan 

antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan pakar atau 

narasumberX Penulis akan mengumpulkanXdata primer yangXdilakukan 

melaluiXwawancara langsung denganXnarasumber yangXtelah di tentukan 

untukXmendapatkanXdata-data yangXdiperlukan. 

5. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans) dan mengabil data lapangan di perusahaan 

mebel terkait karena ada data-data pendukung mengenai masalah yang penulis 

angkat sebagai judul skripsi. 
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6. Analisis Data Penelitian 

Penulis akan menggunakan  model analisis interaktif menurut ahli Miles 

dan Herbermanxmelalui empat tahap, yaknixpengumpulanxdata, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan:  

a. Pengumpulan data (data colection)  

DataXyang diperoleh darixhasil observasi, xwawancaraxdan 

dokumentasixdicatatxdalam catatanXlapangan yang terdiri dari dua aspek, 

yaitu deskripsixdan refleksi. Catatanxdeskripsi merupakanxdata alami yang 

berisi tentang apaXyangXdilihat, didengar, dirasakanXdan dialami sendiri 

oleh penelitian tanpaXadanya pendapat danXpenafsiran dari peneliti tentang 

fenomena yang dijumpai. SedangkanXcatatan Xaitu catatan yang memuat 

kesan, komentarxtafsiran penelitixtentang temuanxyang dijumpaixdan 

merupakan bahanxrencanaxpengumpulan dataXuntuk tahapXberikutnya. 

Untuk mendapatkanXcatatan ini peneliti melakukanXwawancara dengan 

beberapaXinforman. 

b. Reduksi data (data reduction)  

ReduksiXdata merupakanXproses seleksi, Xpenyederhanaan, dan 

abstraksi. Caraxmereduksi dataxadalah dengan melakukan seleksi,xmembuat 

ringkasan atauxuraian singkat, menggolong-golongkanxke polapolaxdengan 

membuatxxtranskip,xpenelitian untukxxmempertegas, Xmemperpendek, 

membuat fokus, Xmembuat bagianXyang tidakXpenting danXmengatur agar 

dapatXditarikXkesimpulan.  



 20    
 

Data yangXberasal dari hasil wawancaraXdengan subyek penelitian 

dan dokumentasi yangXdidapat akan diseleksiXoleh peneliti. 

KumpulanXdata akanXdipilih dan dikategorikan sebagai data yang relevan 

dan data yang mentah. Data yang mentahXdipilih kembali dan data yang 

relevan sesuaiXdengan rumusanXmasalah dan tujuanXpenelitianXakan 

disiapkanXuntukXprosesXpenyajianXdata.  

c. Penyajian Data (data display) 

PenyajianXdata yaitu sekumpulanXinformasi tersusunXsehingga 

memberikanxXkemungkinanxXpenarikanxkesimpulanxxdanxxpengambilan 

tindakan. AgarXsajian data tidak menyimpangXdari pokok permasalahan 

maka sajian dataXdapat diwujudkanXdalam bentuk matrik, grafis, jaringan 

atau baganXsebagai wadah panduan informasiXtentang apa yang terjadi. Data 

disajikan sesuaiXdengan apa yang diteliti.  

d. Penarikan kesimpulan (conclusion)  

Penarikanxkesimpulan adalah usahaxuntuk mencari atau memahami 

makna, keteraturanxpola-pola penjelasan, xalur sebab akibatxatau proporsi. 

Kesimpulanxyang ditarik segera diverifikasiXdengan cara melihat dan 

mempertanyakan kembali sambilxmelihat catatan lapanganxagar 

memperoleh pemahaman yang lebih tepat.XSelain itu juga dapat dilakukan 

dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar dataXyang diperoleh dan 

penafsiranXterhadapXdata tersebutXmemilikiXvaliditas. 
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G. Sistematika Penulisan  

 

Untukxmemperjelasxpenulisanxskripsi ini, maka kerangka pembuatan 

sistematikaxpenulisan skripsixtersebutxdiatas dibagi menjadi empat bab sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalamxbab inixmenguraikan tentangxlatar belakangxperumusan masalah, xtujuan 

penulisan, keguananxpenelitian, terminologi penelitian, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum Mengenai Rendahnya Upah 

Buruh/Pekerja Amplas Kayu Industri Mebel di Kabupaten Jepara. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi tentang analisis pokok permasalahan yang akan dibahas 

berdasarkan penelitian yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi Mengenai 

Rendahnya Upah Buruh/Pekerja Amplas Kayu Industri Mebel di Kabupaten Jepara. 

BAB IV : PENUTUP  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 


